
 

 

TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA R.I 

No. 5822 KEUANGAN OJK. Pasar Modal. Penerbitan Efek 
Syariah. Akad. (Penjelasan Atas Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 404). 

 
 
 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 53 /POJK.04/2015 

TENTANG 

AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK SYARIAH  

DI PASAR MODAL 

 

I. UMUM 

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor 

Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa 

Keuangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan 

kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor 

Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK 

terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu 

untuk melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK yaitu Peraturan 

Bapepam dan LK Nomor IX.A.14, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

dan LK Nomor: KEP- 430/BL/2012 tentang Akad-Akad yang Digunakan 

dalam Penerbitan Efek Syariah tanggal 1 Agustus 2012. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3   

  Cukup jelas.  

 

 Pasal 4 

 Cukup jelas. 

  

 Pasal 5 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Contoh spesifikasi barang atau jasa antara lain identitas barang, 

kelaikan barang, spesifikasi pelayanan, dan jangka waktu 

pemanfaatan. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
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Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas.  

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14  

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Contoh jaminan umum antara lain jaminan perusahaan (corporate 

guarantee) dan jaminan pribadi (personal guarantee). 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan dan/atau jaminan 

umum, seperti jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan 

jaminan pribadi (personal guarantee). 
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Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Penilai” adalah Penilai sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 
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Pasal 26 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “Penilai” adalah Penilai sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 
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Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 
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